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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis potensi sengketa dalam penggunaan kontrak hybrid (multi 

kontrak) di bank syariah, yang menggabungkan berbagai jenis akad syariah untuk 

menciptakan produk keuangan yang lebih kompleks dan fleksibel. Fokus penelitian 

meliputi identifikasi jenis-jenis sengketa yang sering terjadi, seperti sengketa 

kepemilikan aset, pembagian keuntungan dan risiko, penetapan harga, serta 

ketidaksesuaian produk atau layanan. Selain itu, faktor-faktor utama penyebab 

sengketa seperti kurangnya pemahaman prinsip syariah, ketidakjelasan kontrak, 

perubahan kondisi ekonomi, dan perbedaan interpretasi syariah juga dibahas. Melalui 

analisis kasus konkret dari berbagai putusan pengadilan agama, penelitian ini 

mengungkap pola umum sengketa dan menyoroti pentingnya penerapan prinsip-

prinsip syariah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang 

diberikan mencakup peningkatan transparansi kontrak, pemahaman yang lebih baik 

mengenai struktur kontrak hybrid, dan komunikasi yang efektif antara bank dan 

nasabah, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. 

Kata Kunci: Kontrak Hybrid (Multi Kontrak), Potensi Sengketa, Prinsip Syariah. 
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A. Pendahuluan 

Kontrak merupakan elemen kunci dalam perbankan syariah, memastikan 

bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, kontrak-kontrak seperti mudharabah 

(bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan 

musharakah (kerjasama) digunakan untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi. 

Setiap kontrak memiliki aturan dan mekanisme spesifik yang bertujuan untuk 

menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), 

memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan 

(Usmani, 2002). Kontrak ini juga memberikan keamanan hukum dan membantu 

mengelola risiko, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem 

perbankan syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).  

Kontrak perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir, sebagai industri 

keuangan syariah telah mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan 

kontrak hybrid atau multi kontrak. Kontrak hybrid adalah kombinasi dari dua 

atau lebih jenis kontrak yang digabungkan untuk menciptakan produk keuangan 

yang lebih kompleks dan fleksibel. Misalnya, sebuah produk pembiayaan rumah 

dapat menggabungkan elemen-elemen dari murabahah dan ijarah untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah secara lebih efektif. Peningkatan penggunaan 

kontrak hybrid ini mencerminkan upaya industri keuangan syariah untuk 

berinovasi dan bersaing dengan produk-produk keuangan konvensional, 

menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar yang berkembang.  

Meskipun penggunaan kontrak hybrid menawarkan fleksibilitas dan 

inovasi, kompleksitas yang terlibat juga meningkatkan potensi sengketa. 

Kombinasi berbagai elemen kontrak seringkali menimbulkan ambiguitas dan 

ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, 

perbedaan interpretasi antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif dapat 

memperburuk risiko sengketa. Misalnya, dalam sebuah kontrak hybrid yang 

menggabungkan murabahah dan ijarah, mungkin ada ketidaksepakatan 

mengenai kapan dan bagaimana pembayaran dilakukan atau bagaimana 

keuntungan dan risiko dibagi. Kompleksitas ini memerlukan pengaturan yang 

lebih rinci dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menghindari 

perselisihan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.  

Dengan adanya berbagai potensi perselisihan sengketa yang bisa muncul 

maka dapat dirumuskan pada tulisan ini bagaimana potensi sengketa dalam 

kontrak hybrid pada bank syariah?, apa perbedaan pendekatan hukum syariah 
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dan hukum positif dalam menangani sengketa kontrak hybrid?, solusi apa yang 

dapat diterapkan untuk penyelesaian sengketa tersebut?. Dengan rumusan 

demikian maka menunjukkan bahwa meskipun kontrak memainkan peran yang 

sangat penting dalam operasi perbankan syariah dan penggunaan kontrak hybrid 

menawarkan banyak manfaat, kompleksitas yang menyertainya juga membawa 

risiko potensi sengketa.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi 

sengketa yang dapat timbul dari penggunaan kontrak hybrid dalam perbankan 

syariah dan mengeksplorasi solusi penyelesaian yang efektif, sehingga dapat 

meningkatkan praktik perbankan syariah secara keseluruhan. Tujuan penelitian 

untuk dapat menjawab dan menganalisis potensi sengketa dalam kontrak hybrid 

di bank syariah. Mengkaji perbedaan dan persamaan pendekatan hukum syariah 

dan hukum positif dan memberikan rekomendasi solusi penyelesaian sengketa.  

B. Kajian Teori 

Hukum kontrak syariah mengacu pada aturan perjanjian dan transaksi yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, dikenal sebagai 'aqd. Prinsip dasar 

dalam kontrak syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta 

penekanan pada keadilan, kepemilikan penuh, dan kesepakatan sukarela antara 

pihak-pihak yang bertransaksi (El-Gamal, 2006; Usmani, 2002; Ayub, 2007). Jenis-

jenis kontrak syariah termasuk murabahah, mudharabah, musharakah, ijarah, dan 

istisna', masing-masing dengan karakteristik unik yang sesuai dengan prinsip-

prinsip ini (El-Gamal, 2006; Visser, 2009; Islahi, 2014; Wilson, 2012). 

Kontrak hybrid, atau multi kontrak, menggabungkan elemen dari berbagai 

kontrak tradisional untuk menciptakan kesepakatan yang lebih kompleks dan 

sesuai dengan kebutuhan spesifik para pihak yang terlibat. Dalam perbankan 

syariah, hybrid kontrak mengintegrasikan beberapa jenis kontrak syariah, seperti 

murabahah dan ijarah dalam pembiayaan perumahan, atau istisna’ dan ijarah 

dalam pembiayaan proyek. Ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, 

kepatuhan syariah, pengelolaan risiko, serta kejelasan dan transparansi (Antonio, 

2001; Karim, 2004). 

Perbandingan antara hukum kontrak hybrid syariah dan hukum kontrak 

positif menunjukkan perbedaan dan persamaan yang signifikan. Hukum positif 

berbasis pada perundang-undangan nasional dan tidak melarang bunga, 

ketidakpastian, atau spekulasi secara umum, sedangkan hukum kontrak hybrid 

syariah melarang keras riba, gharar, dan maysir, dan menekankan keadilan serta 

keseimbangan (Antonio, 2001; Usmani, 2002; El-Gamal, 2006). Kedua sistem 

hukum mengakui pentingnya kesepakatan yang sah, kepastian, kewajiban 

hukum, kepatuhan pada peraturan, dan itikad baik dalam kontrak (Subekti, 2002; 

Antonio, 2001; Karim, 2004). 



Muhammad Nurbadruddin   

30                                                               International Journal of Halal Economic, Volume 1 (No 1), Bulan Juli 2024 

 

Dalam tatanan praktisnya, kontrak hybrid dalam perbankan syariah 

digunakan untuk produk pembiayaan seperti perumahan, kendaraan, dan 

proyek-proyek pembangunan, serta struktur investasi yang lebih kompleks. 

Misalnya, kombinasi mudharabah dan musyarakah mendukung proyek yang 

membutuhkan modal dan keahlian manajemen dari berbagai pihak. Ini 

memastikan bahwa produk keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan kebutuhan pasar yang dinamis (El-Gamal, 2006; Wilson, 2012). 

Secara keseluruhan, konsep dan penerapan kontrak hybrid dalam hukum 

syariah menawarkan pendekatan yang fleksibel dan inovatif untuk mengatasi 

tantangan dan perkembangan zaman dalam industri perbankan syariah, sekaligus 

mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang menghindari larangan dalam 

transaksi berbasis syariah berupa riba, gharar, dan maysir, serta menekankan 

keadilan dan keseimbangan (Antonio, 2001; Karim, 2004; Usmani, 2002). 

C. Metode 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

menganalisis sengketa kontrak hybrid di Bank Syariah dan hukum kontrak, Selain 

itu, penelitian ini juga akan merujuk pada sumber sekunder berupa jurnal hukum 

yang membahas hukum kontrak hybrid dan hukum kontrak serta hal-hal yang 

terjadi pada sengketa dari kontrak tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan 

penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik 

hukum kontrak hybrid dan hukum kontrak pada hukum positif di Indonesia. 

D. Temuan 

Identifikasi potensi sengketa dalam kontrak hybrid di bank syariah 

merupakan langkah penting untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah 

yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Berikut adalah gambaran temuan 

mengenai identifikasi sengketa dalam pembahasan ini: 

a. Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Dalam Kontrak Hybrid di Bank Syariah 

1. Sengketa Kepemilikan Aset: Sengketa ini terjadi ketika ada perbedaan 

pemahaman atau interpretasi mengenai kepemilikan aset yang menjadi 

objek kontrak. Misalnya, dalam kontrak murabahah dan ijarah muntahiya 

bittamlik (leasing dengan opsi kepemilikan di akhir), perbedaan pandangan 

mengenai kapan tepatnya kepemilikan berpindah bisa memicu sengketa. 

2. Sengketa Pembagian Keuntungan dan Risiko: Dalam kontrak musyarakah 

(kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil), sering terjadi sengketa terkait 

pembagian keuntungan dan risiko. Misalnya, pihak bank dan nasabah 

mungkin memiliki persepsi yang berbeda mengenai proporsi pembagian 

hasil usaha atau tanggung jawab terhadap kerugian. 
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3. Sengketa Penetapan Harga: Dalam kontrak murabahah (jual beli dengan 

margin keuntungan), penetapan harga barang yang dijual seringkali menjadi 

sumber sengketa, terutama jika terjadi fluktuasi harga atau ada 

ketidakjelasan mengenai komponen harga yang disepakati. 

4. Sengketa Ketidaksesuaian Produk atau Layanan: Nasabah mungkin merasa 

bahwa produk atau layanan yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak hybrid, yang bisa melibatkan 

kombinasi produk murabahah dan istisna’ (pembiayaan proyek). 

b. Faktor Penyebab Utama Sengketa 

Beberapa faktor penyebab utama sengketa dalam kontrak hybrid di bank 

syariah meliputi: 

1. Kurangnya Pemahaman Syariah: Nasabah dan bahkan staf bank seringkali 

kurang memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari kontrak hybrid, 

yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan sengketa. Pengetahuan yang 

tidak memadai mengenai ketentuan syariah bisa mengakibatkan 

misinterpretasi dan pelanggaran kontrak. 

2. Ketidakjelasan Kontrak: Kontrak yang tidak jelas, baik dari segi bahasa 

maupun syarat-syarat yang dicantumkan, seringkali menjadi sumber 

sengketa. Ketidakjelasan dalam kontrak hybrid, yang menggabungkan lebih 

dari satu jenis kontrak, bisa memperbesar potensi konflik. 

3. Perubahan Kondisi Ekonomi: Fluktuasi ekonomi yang tidak terduga, seperti 

perubahan suku bunga, inflasi, atau resesi ekonomi, dapat mempengaruhi 

pelaksanaan kontrak hybrid dan menimbulkan sengketa antara bank dan 

nasabah. 

4. Perbedaan Interpretasi Syariah: Berbagai mazhab dalam Islam memiliki 

interpretasi yang berbeda mengenai kontrak dan transaksi ekonomi. 

Perbedaan interpretasi ini dapat menjadi sumber sengketa jika bank dan 

nasabah mengikuti mazhab yang berbeda. 

Dengan memahami jenis-jenis sengketa dan faktor penyebabnya, bank 

syariah dapat lebih proaktif dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa yang 

timbul, serta memastikan bahwa operasi mereka tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Untuk memahami lebih dalam mengenai potensi sengketa dalam 

kontrak hybrid di bank syariah, berikut adalah analisis tiga kasus nyata dan 

bagaimana sengketa tersebut diselesaikan: 

a. Analisis Kasus Sengketa Konkret yang Terjadi di Bank Syariah 

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kasus dengan nomor 

330/Pdt.G/2020/PA.JP. pada kasus ini sengketa kontrak multi akad yang 

mencakup akad musyarakah dan murabahah dimana nasabah mengajukan 

gugatan karena merasa bahwa bank melakukan wanprestasi dengan cara 
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menambah biaya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pengadilan 

memutuskan bahwa bank harus mematuhi syarat-syarat yang tercantum 

dalam kontrak awal.  

2. Pengadilan Agama Sekayu dengan Perkara No. 01/Pdt.G.S/2024/PA.Sky 

memutus sengketa antara nasabah dan bank syariah mengenai pembiayaan 

hybrid yang mencakup akad murabahah dan ijarah. Nasabah menggugat 

karena merasa dirugikan oleh kombinasi akad yang diterapkan dalam satu 

kontrak. 

3. Perkara No. 599/Pdt.G/2020/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait kontrak hybrid yang 

mencakup akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan murabahah. Kasus 

ini berfokus pada ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dan 

tanggung jawab pembayaran antara bank dan nasabah 

b. Implikasi Putusan: 

1. Bagi Nasabah: Keputusan pengadilan memberikan kejelasan dan keadilan, 

serta memastikan hak-hak nasabah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Bagi Bank: Kesadaran akan pentingnya transparansi dan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap kontrak dan transaksi. 

3. Dampak pada Industri: Kasus-kasus ini menjadi referensi penting bagi bank 

syariah lainnya untuk memperbaiki proses internal dan memastikan 

kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. 

Dengan mempelajari kasus-kasus konkret ini, bank syariah dapat lebih harus 

memahami bagaimana pentingnya transparansi, kejelasan, dan kepatuhan 

terhadap prinsip syariah dalam kontrak hybrid serta cara menyelesaikan sengketa 

yang muncul di kemudian hari. 

E. Pembahasan 

a. Penyebab Utama dan Pola Sengketa 

Dalam konteks kontrak hybrid di bank syariah, terdapat beberapa 

penyebab utama sengketa yang dapat diidentifikasi dan yang dapat di analisis 

berdasarkan temuan pada penelitian ini: Putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat No. 330/Pdt.G/2020/PA.JP. Putusan  sengketa ini melibatkan kontrak 

multi akad yang mencakup akad musyarakah dan murabahah. Nasabah 

menggugat bank karena merasa bahwa bank melakukan wanprestasi dengan 

menambah biaya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Adapun 

penyebabnya yaitu adanya penambahan biaya dimana Bank menambah biaya 

yang tidak tercantum dalam perjanjian awal. Ini dianggap wanprestasi karena 

bank tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Kejadian 

diakibatkan oleh kurangnya transparansi dari pihak bank mengenai biaya 
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tambahan ini menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan dari pihak 

nasabah. 

Melihat pola Sengketa dari kasus ini yaitu adanya wanprestasi, dimana 

pola utama sengketa ini adalah wanprestasi dari pihak bank, bank tidak 

melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu adanya 

ketidakjelasan Biaya. Ketidakjelasan dalam penghitungan dan pengenaan biaya 

tambahan sering kali menjadi sumber sengketa dalam perbankan syariah. 

Putusan No. 01/Pdt.G.S/2024/PA.Sky di Pengadilan Agama Sekayu. 

Sengketa ini  terkait pembiayaan hybrid yang mencakup akad murabahah dan 

ijarah. Nasabah merasa dirugikan oleh kombinasi akad yang diterapkan dalam 

satu kontrak. Adapun penyebabnya yaitu kompleksitas Kontrak Hybrid. 

Kombinasi akad murabahah dan ijarah dalam satu kontrak menyebabkan 

kebingungan dan interpretasi yang berbeda antara bank dan nasabah mengenai 

kewajiban masing-masing pihak. Selain hal itu adanya Perubahan Ketentuan. 

Dengan adanya perubahan atau tambahan ketentuan dalam pelaksanaan 

kontrak yang tidak disepakati oleh nasabah menjadi pemicu utama sengketa 

ini. 

Adapun pola sengketa pada putusan Pengadilan Agama Sekayu ini 

meliputi, Interpretasi Kontrak. Pola sengketa sering muncul dari interpretasi 

yang berbeda mengenai ketentuan dalam kontrak hybrid. Berikutnya 

komunikasi yang buruk. Komunikasi yang kurang efektif antara bank dan 

nasabah mengenai perubahan atau penambahan ketentuan sering kali 

memperburuk sengketa. 

Putusan No. 599/Pdt.G/2020/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. 

Pada putusan ini sengketa kontrak hybrid yang mencakup akad musyarakah 

mutanaqisah (MMQ) dan murabahah. Fokus utama adalah ketidakjelasan 

dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab pembayaran. Penyebab 

dari sengketa yaitu pertama, bermula dari ketidakjelasan pembagian 

keuntungan. Dalam akad musyarakah mutanaqisah, pembagian keuntungan 

dan tanggung jawab pembayaran antara bank dan nasabah sering kali tidak 

jelas, menyebabkan konflik. Kedua, adanya perubahan syarat pembiayaan. 

Dimana adanya perubahan syarat pembiayaan yang tidak disetujui kedua 

belah pihak menyebabkan ketidakpuasan dari nasabah.  

Melihat dari kasus ini pola sengketanya bisa dijelaskan bahwa, pertama. 

Pembagian Keuntungan. Dimana pola sengketa ini sering berkaitan dengan 

pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang tidak jelas dalam kontrak 
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musyarakah. Kedua, perubahan sepihak. Keputusan sepihak dari bank 

mengenai syarat pembiayaan dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. 

Maka Ketiga kasus tersebut menunjukkan pola umum dalam sengketa 

perbankan syariah yang menggunakan kontrak hybrid: 

1. Ketidakjelasan dan Kurangnya Transparansi: Penambahan biaya atau 

perubahan syarat tanpa persetujuan nasabah sering kali menjadi sumber 

utama sengketa. 

2. Interpretasi Kontrak yang Berbeda: Sengketa sering muncul dari interpretasi 

yang berbeda mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam 

kontrak hybrid. 

3. Komunikasi yang Buruk: Komunikasi yang tidak efektif antara bank dan 

nasabah mengenai perubahan atau ketentuan dalam kontrak dapat 

memperburuk situasi. 

b. Peran Prinsip-Prinsip Syariah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian 

Sengketa 

Prinsip-prinsip syariah memainkan peran penting dalam penyelesaian 

sengketa di bank syariah. Dapat kita lihat peran prinsip syariah yang dapat 

diambil dari putusan yang dibahas yaitu:  

1. Transparansi dan Keadilan: Prinsip syariah menekankan pentingnya 

transparansi dan keadilan dalam semua transaksi. Penambahan biaya tanpa 

persetujuan dianggap melanggar prinsip ini.  

2. Amanah dan Tanggung Jawab: Bank sebagai lembaga syariah harus 

menjalankan amanah dengan benar dan bertanggung jawab atas 

kesepakatan yang dibuat dengan nasabah.  

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Prinsip syariah melarang gharar atau 

ketidakpastian dalam transaksi. Kombinasi akad yang menyebabkan 

ketidakpastian dapat dianggap melanggar prinsip ini. 

4. Keadilan dan Kesetaraan: Transaksi harus adil dan setara bagi kedua belah 

pihak, yang berarti ketentuan kontrak harus jelas dan dipahami oleh semua 

pihak.  

5. Keadilan dalam Pembagian Keuntungan: Prinsip syariah mengharuskan 

pembagian keuntungan yang adil dan transparan sesuai kesepakatan awal. 

6. Tanggung Jawab Bersama: Prinsip musyarakah menekankan tanggung 

jawab bersama dalam usaha. Ketidakjelasan dalam tanggung jawab dapat 

menyebabkan pelanggaran prinsip ini. 

Hukum positif, dalam hal ini, adalah hukum yang diterapkan oleh 

negara yang mengatur penyelesaian sengketa, seperti Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Pengadilan Agama 



Muhammad Nurbadruddin 

International Journal of Halal Economic, Volume 1 (No 1), Bulan Juli 2024

                                                   35 

memiliki kewenangan untuk menangani sengketa keuangan syariah dan 

menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam putusannya dan memastikan 

bahwa keputusan mereka konsisten dengan hukum positif dan prinsip syariah. 

Prinsip dalam hukum positif dapat dilihat: 

1. Kepatuhan terhadap Kontrak, hukum positif mengharuskan semua pihak 

mematuhi kontrak yang telah disepakati. Penambahan biaya tanpa 

persetujuan melanggar asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) 

yang diatur dalam KUHPerdata. 

2. Pengawasan oleh Pengadilan, pengadilan memastikan bahwa tindakan bank 

mematuhi hukum yang berlaku dan prinsip keadilan dalam kontrak. 

3. Perlindungan Konsumen, hukum positif melindungi hak-hak konsumen, 

memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh ketentuan yang tidak jelas 

atau tidak adil dalam kontrak. 

4. Kepastian Hukum, pengadilan bertindak untuk memberikan kepastian 

hukum, mengharuskan semua ketentuan kontrak dinyatakan dengan jelas 

dan dipatuhi. 

5. Kepastian Kontrak, hukum positif mengharuskan kontrak mengatur dengan 

jelas tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. 

6. Penyelesaian Sengketa, pengadilan bertindak untuk menyelesaikan sengketa 

sesuai dengan hukum yang berlaku, memastikan keadilan dan kepastian 

hukum bagi semua pihak. 

Peran prinsip-prinsip syariah dan hukum positif sangat penting dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah, terutama dalam kontrak hybrid. 

Prinsip syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil, 

transparan, dan tanpa ketidakpastian, sementara hukum positif memberikan 

kerangka hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua 

pihak yang terlibat. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam memberikan 

keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari penyelesaian 

sengketa di pengadilan agama. 

c. Efektivitas Penyelesaian Sengketa 

Efektivitas penyelesaian sengketa dalam kontrak hybrid di bank syariah 

sangat tergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah dan keadilan dalam 

proses pengadilan. Meskipun metode penyelesaian sengketa yang ada di 

Pengadilan Agama memiliki banyak kelebihan, termasuk penerapan prinsip 

syariah dan transparansi, namun terdapat kekurangan berupa proses yang 

panjang dan biaya yang tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian 

sengketa, bank syariah perlu meningkatkan pemahaman syariah, 

mengembangkan mekanisme ADR, dan meningkatkan transparansi dalam 
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kontrak. Dengan demikian, risiko sengketa dapat diminimalisir dan 

kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah dapat diperkuat 

d. Rekomendasi Peningkatan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Untuk mengurangi sengketa dalam kontrak hybrid di perbankan 

syariah, bank harus meningkatkan transparansi dan detail dalam perjanjian 

kontrak. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua biaya 

tambahan dan ketentuan perubahan sudah jelas tertulis dalam kontrak awal 

serta disetujui oleh nasabah. Bank juga harus menyediakan penjelasan yang 

komprehensif mengenai struktur kontrak hybrid yang kompleks seperti 

musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ini termasuk detail mengenai pembagian 

keuntungan, tanggung jawab pembayaran, dan perubahan syarat pembiayaan. 

Peningkatan pemahaman nasabah terhadap kontrak yang mereka tanda 

tangani dapat mengurangi potensi konflik di masa mendatang. 

Selain itu, komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah harus 

ditingkatkan. Bank perlu mengadopsi prosedur yang memastikan setiap 

perubahan dalam kontrak atau penambahan biaya diinformasikan secara jelas 

dan segera kepada nasabah, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari 

mereka sebelum diterapkan. Penggunaan teknologi seperti platform 

komunikasi digital dapat membantu meningkatkan transparansi dan kecepatan 

komunikasi. Pengadilan juga harus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah 

seperti keadilan, transparansi, dan tanpa gharar (ketidakpastian) dijaga dalam 

setiap putusannya, sekaligus menerapkan hukum positif untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. 

F. Kesimpulan  

Potensi sengketa dalam kontrak hybrid di bank syariah seringkali muncul 

akibat ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam biaya tambahan, 

interpretasi kontrak yang berbeda, serta komunikasi yang buruk antara bank dan 

nasabah. Analisis tiga kasus dari berbagai pengadilan agama mengungkap pola 

umum sengketa yang melibatkan wanprestasi, kompleksitas kontrak, dan 

perubahan syarat pembiayaan. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, 

transparansi, dan larangan gharar memainkan peran penting dalam penyelesaian 

sengketa ini, dengan hukum positif menyediakan kerangka hukum untuk 

memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Pendekatan 

hukum syariah menekankan pada keadilan dan tanggung jawab bersama, 

sedangkan hukum positif fokus pada kepatuhan terhadap kontrak dan 

perlindungan konsumen. 



Muhammad Nurbadruddin 

International Journal of Halal Economic, Volume 1 (No 1), Bulan Juli 2024

                                                   37 

Rekomendasi untuk meningkatkan penyelesaian sengketa mencakup 

peningkatan transparansi dalam perjanjian kontrak, pemahaman yang lebih baik 

mengenai struktur kontrak hybrid, dan komunikasi yang lebih efektif antara bank 

dan nasabah. Bank syariah perlu mengadopsi prosedur yang memastikan semua 

biaya tambahan dan ketentuan perubahan dijelaskan dengan jelas dan disetujui 

oleh nasabah, serta menggunakan teknologi komunikasi digital untuk 

meningkatkan transparansi dan kecepatan komunikasi. Pengadilan harus terus 

menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Pengembangan 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase juga 

perlu ditingkatkan untuk menyediakan solusi yang lebih cepat dan efisien. 
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